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ABSTRAKSI 

 
 

Laporan Tunjangan Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan laporan yang 

berisi tentang laporan personil yang menerima tunjangan sebesar 100% dari 

gaji pokoknya apabila melaksanakan tugas di pulau-pulau kecil terluar 

seperti  yang ada diwilayah hukum Polresta Barelang, Polres Karimun, 

Polres Bintan, Polres Natuna dan Polres Anambas, Laporan ini dibuat agar 

memberikan informasi kepada Bidkeu Polda Kepri sebagai pembina fungsi 

dan Bidkeu Polda Kepri meneruskan laporan tersebut ke Puskeu Polri untuk 

di kompulir menjadi satu di Laporan Keuangan yang akan dilaporkan ke 

Kemenkeu RI. Laporan ini juga berfungsi sebagai untuk pengawasan bagi 

Satker terhadap anggaran yang sudah di realisasikan khususnya belanja 

pegawai tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar.  

 Inovasi ini (Google Spread sheet dan Google Drive) dibuat untuk 

mempermudah satker dalam hal pelaporan secara berjenjang ke Bidkeu dan 

pengawasan Bidkeu terhadap anggaran Satker yang sudah di keluarkan. 
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KATA PENGANTAR 
 
 

 Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat 

dan rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan laporan aksi 

perubahan dengan proses yang dapat dijadikan pengalaman yang luar biasa 

dalam membuat suatu terobosan dan inovasi terhadap organisasi. 

Selanjutnya penulis laporan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk menyelesaikan tugas pada Pendidikan dan Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun Anggaran 2023. 

 Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak, dari masa dimulainya pendidikan sampai pada penyusunan laporan 

akhir ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan dengan baik dan 

tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima 

kasih dengan setinggi-tingginya kepada : 

1. Komisaris Besar Polisi Dedy A. Sulistijono, S.E., M.Si., Kabidkeu Polda 

Kepri yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam 

melakukan aksi perubahan sekaligus Sposor; 

2. Komisaris Polisi Vecy Christian Sandy, S.E., Kasubbid Bia dan APK 

Polda Kepri yang telah memberi masukkan dan saran sebagai Mentor 

aksi perubahan; 

3. Ajun Komisaris Besar Polisi Rr. Arikawati K, S.E., selaku Kasubbid Dal 

dan Verif Polda Kepri; 

4. AKBP Fitri Syofiani, S.H., M.M.Pd., selaku coach dalam melakukan aksi 

perubahan pada PKA TA. 2023; 

5. Ajun Komisaris Polisi Luspini, selaku Kasubbagrenmin Polda Kepri 

sekaligus tim efektif aksi perubahan; 

6. Para gadik dan Widyaiswara dilingkungan Pusdikmin Lemdiklat Polri, 

yang telah mentrasfer informasi dan pengetahuan yang luar biasa 

sehingga membuat para peserta didik menjadi lebih terbuka dan 

termotivasi dengan tuntutan tugas yang ada saat ini; 

7. Patun Kelas A dan B yang telah mengarahkan dan membimbing kami 

selama menjalani pendidikan PKA TA. 2023; 
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8. Orang Tua, Suami, Anak, Adik saya yang sangat luar biasa 

memberikan dorongan, semangat serta pengertian yang tidak terbatas 

sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan PKA ini sesuai harapan; 

9. Seluruh staf Bidkeu Polda Kepri yang telah mendukung kelancaran 

seluruh proses pendidikan PKA TA. 2023; 

10. Rekan-rekan angkatan VII dan VIII TA. 2023, kalian adalah 

penyemangat yang luar biasa sehingga memotivasi untuk bekerja keras 

untuk tidak tertinggal dengan kalian; 

11. Serta seluru pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

mendukung proses pendidikan PKA TA. 2023 ini. 

 Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T. berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan aksi 

perubahan ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan organisasi. 

 

          Batam,              Juni  2023 

 

 

               RIKA ANDRIANY,S.E. 
                      NOSIS 2023020721135 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang 

1) Deskripsi umum; 

Bidkeu merupakan unsur pendukung yang berada di bawah 

Kapolda. Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina 

pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, 

pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan 

keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidkeu 

menyelenggarakan fungsi: 

 perencanaan, pengadministrasian umum, penatausahaan 

urusan dalam, urusan personel, dan sarpras di lingkungan 

Bidkeu; 

 pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai 

ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan 

penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi; 

 pelaksanaan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan 

verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; dan 

 pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi 

dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu. 

 

Bidkeu dipimpin oleh Kabidkeu yang bertanggung jawab kepada 

Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah 

kendali Wakapolda. Bidkeu terdiri dari: 

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

2. Sub Bidang Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaporan 

Keuangan (Subbidbia dan APK); dan 

3. Sub Bidang Pengendalian Keuangan (Subbiddalku). 
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Struktur Organisasi 

Berdasarkan Perkap nomor 14 Tahun 2018 tentang susunan 

organisasi dan tata kerja kepolisian Daerah Republik Indonesia, 

yang diantaranya adalah SOTK (Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja) Bidang Keuangan.  

 

 

Gambar 1.1 

Struktur Organisasi Bidang Keuangan 

KABIDKEU

KASUBBAGRENMIN

KAURREN KAURMINTU KAURKEU

PAMIN 1 
SUBBAGRENMIN

BAMIN SUB 
URMINTU

PAMIN 2 
SUBBAGRENMIN

PAMIN 3 
SUBBAGRENMIN

PAMIN 4 
SUBBAGRENMIN

KASUBBID 
DAL&VERIF

KASUBBID 
BIA&APK

KAUR BIA KAUR DAL

BAMIN SUB 
BIDDAL

BAMIN SUB 
BIDDAL

BAMIN SUB 
BIDDAL

KAUR BIA KAUR APK

PAUR BIA

BAMIN 
SUBBAGRENMIN

BAMIN 
SUBBAGRENMIN

 

 

Unsur pelaksanaan tugas pokok 

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan 

anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta 

mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan 

dalam di lingkungan Bidkeu. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi: 
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 penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, 

antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan 

sarana prasarana, personel, dan anggaran; 

 pemeliharaan perawatan dan administrasi personel; 

 pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN; 

 pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, 

pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan 

SAI serta pertanggungjawaban keuangan; 

 pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; 

dan 

 penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja 

Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian 

kinerja, program, dan anggaran. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagrenmin dibantu oleh: 

1. Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, 

Renja, RKAKL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, 

dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan program bidang keuangan di lingkungan Polda; 

2. Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi 

umum personel dan materiil logistik; 

3. Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan 

keuangan; dan 

4. Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan 

dan urusan dalam; 

 
Subsidi dan APK bertugas menyelenggarakan dan membina 

pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan 

dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan 

penyaluran dana sesuai otorisasi. Dalam melaksanakan tugasnya, 

Subbidbia dan APK menyelenggarakan fungsi: 
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 pemeriksaan dan penelitian Nota Pemindah Bukuan (NPB), Surat 

Perintah Membayar (SPM) yang pencairan dananya melalui 

Bidkeu Polda, administrasi dana Sistem Administrasi Satu Atap 

(Samsat), Surat Perintah Pembayaran (SPP) pengembalian 

penghitungan pihak ke tiga, nota paraf Laporan Keuangan 

(Lapkeu) APBN, nota paraf Lapkeu Dana Pemeliharaan 

Kesehatan (DPK) dan nota paraf Lapkeu dana Samsat; 

 pelaksanaan kegiatan administrasi pengelolaan penerimaan 

negara, penyaluran dana, dan administrasi pelaporan keuangan; 

 pembinaan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP); 

 pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan serta penyusunan 

dan penyajian Lapkeu Polda; 

 penerimaan, penelitian, pengoreksian untuk akurasi data dalam 

penyusunan dan penyajian Lapkeu Polda; 

 peningkatan kemampuan bidang akuntansi dengan 

mengikutsertakan personel Bidkeu melalui pendidikan dan latihan; 

 pengkoordinasian pelaksanaan sistem akuntansi keuangan, 

pemantauan 

 pelaksanaan kegiatan akuntansi, dan mengarahkan penyiapan 

sumber daya akuntansi untuk kelancaran tugas penyusunan 

Lapkeu Polda; 

 pengkoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan 

barang dengan Lapkeu; 

 pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPb Kemenkeu; dan 

penatabukuan yang berkaitan dengan hasil pelayanan kesehatan 

dari rumah sakit, hutang dan piutang, hibah, barang bukti, 

persediaan, laporan samsat dan catatan informasi tambahan 

lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di 

lingkungan Polda. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidbia dan APK dibantu oleh: 

1. Urusan Pembiayaan (Urbia), yang bertugas membina dan 

menyelenggarakan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai 

SAP dan aturan pembukuan lainnya yang dipersyaratkan dalam 

penyusunan Lapkeu; dan 

2. Urusan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Ur APK), yang bertugas 

melaksanakan perbendaharaan dan pembiayaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerima dan 

menyalurkan dana khusus sesuai otorisasi. 

 

Subbiddalku bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan 

anggaran, pendanaan, dan melaksanakan verifikasi laporan keuangan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbiddalku menyelenggarakan fungsi: 

 pengendalian, pengawasan, serta analisa dan evaluasi pelaporan 

pelaksanaan fungsi keuangan; 

 pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan 

dana APBN dan non APBN; 

 penyempurnaan dan revisi terhadap piranti lunak yang berkaitan 

dengan bidang keuangan di lingkungan Polda; dan 

 pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Bidkeu. 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Subbiddalku dibantu oleh: 

1. Urusan Pengendalian (Urdal), yang bertugas menyelenggarakan 

pengendalian terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2.  Urusan Verifikasi (Urverif), yang bertugas menyelenggarakan verifikasi 
laporan keuangan. 

 

Dengan uraian unsur pelaksanaan tugas pokok diatas, peserta didik 

pelatihan administrator adalah sebagai Kaurdal ( Kepala Urusan 

Pengendalian), adapun tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut : 



6 

 

a. Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap dana APBN 

seperti Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja Pegawai non Gaji 

seperti : Tunkin, Uang Lembur dan Non APBN  seperti : Belanja Hibah, 

Belanja Operasi Terpusat; 

b. Melakukan Pengawasan dan pengendalian dalam penilaian kinerja 

satker seperti program Kemenkeu yaitu IKPA (Indikator Kinerja 

Pelaksana Anggaran); 

c. Melakukan Pengawasan dan pengendalian pemutahiran data kekuatan 

personil dan Tunjangan Khusus Pulau-pulau kecil terluar. 

Berdasarkan uraian tugas pokok action leader mendapatkan beberapa 

permasalahan yang dihadapi yaitu : 

1. Dalam penyampaian laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil 

terluar yaitu : keterlambatan dalam pengiriman laporan tunjangan 

khusus pulau-pulau kecil terluar. Dalam hal ini Bidkeu Polda hanya 

memberikan batas-batas waktu akhir pengiriman laporan tunjangan 

khusus pulau-pulau kecil terluar melalui via zoom yaitu setiap bulannya 

di tanggal 5, hal ini dapat dilihat dari absensi yang dibuat oleh Bamin 

(Bintara administrasi) urusan pengendalian Polda Kepri, sebagai 

berikut : 

TABEL 1.1 
ABSENSI LAPORAN TUNJANGAN KHUSUS 

 PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

              DAERAH KEPULAUAN RIAU

                   BIDANG KEUANGAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1. RESTA BARELANG 15/1 18/2 10/3

2. RES KARIMUN 18/1 7/2 10/3

3. RES BINTAN 10/1 5/2 8/3

4. RES NATUNA 19/1 18/2 12/3

NO SATKER
BULAN

ABSENSI PENGIRIMAN LAPORAN TUNSUS POLDA KEPRI

TAHUN ANGGARAN 2023

KETERANGAN
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Sebab terjadinya keterlambatan yang tergambar pada tabel diatas 

yaitu : 

- Banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh personil keuangan yang 

bukan tupoksi;  

- Belum adanya peraturan tertulis tentang blanko laporan tunsus 

Pulau-pulau kecil terluar; 

- Belum adanya peraturan tertulis tentang batas-batas waktu 

pengiriman laporan tunsus pulau-pulau kecil terluar. 

Sehingga dengan adanya sebab diatas maka berdampak pada 

Bidkeu Polda yaitu : 

- Bidkeu Polda tidak bisa menyajikan data kapanpun sewaktu-

waktu apabila pimpinan meminta data tunsus pulau-pulau kecil 

terluar; 

- Bidkeu Polda terlambat mengirimkan laporan ke Puskeu Polri. 

 
2. Bentuk laporan yang dikirim ke Bidkeu Polda Kepri, terkait laporan 

tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar tidak sesuai dengan bentuk 

laporan yang sudah diberikan oleh Bidkeu Polda Kepri. Hal ini dapat 

dilihat laporan yang dikirim oleh satker ke bidkeu, yang dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini : 

a. Polresta Barelang 

TABEL 1.2 
BENTUK LAPORAN POLRESTA BARELANG 

PERS JUMLAH PERS JUMLAH PERS JUMLAH PERS JUMLAH PERS JUMLAH

1 JANUARI 51 151.817.200Rp                           1 2.605.800Rp                     38 108.729.600Rp                         1 2.919.300Rp                      91 266.071.900Rp                               

2 FEBRUARI 53 158.434.500Rp                           1 2.605.800Rp                     37 105.219.900Rp                         1 2.919.300Rp                      92 269.179.500Rp                               

3 MARET 52 154.622.900Rp                           1 2.605.800Rp                     40 115.093.100Rp                         2 5.524.800Rp                      95 277.846.600Rp                               

4 APRIL -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

5 MEI -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

6 JUNI -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

7 JULI -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

8 AGUSTUS -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

9 SEPTEMBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

10 OKTOBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

11 NOVEMBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

12 DESEMBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

TOTAL 464.874.600Rp           7.817.400Rp        329.042.600Rp          11.363.400Rp      813.098.000Rp              

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG

NUGROHO TRI. N, SH. SIK. MH.

KOMBES POL NRP. 78020901

NO BULAN POLRI PNS POLRI PNS

BATAM,      DESEMBER 2023

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONE

DAERAH KEPULAUAN RIAU

RESORT KOTA BARELANG

REKAPITULASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PULAU TERLUAR / PERBATASAN POLRI DAN PNS POLRI TA. 2023

POLSEK NONGSA POLSEK BELAKANG PADANG TOTAL
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b. Polres Natuna 

Tabel 1.3 

BENTUK LAPORAN POLRES NATUNA 

POLRI PNS POLRI PNS JUMLAH
1. POLRES NATUNA 122 3.332.177.000 320.612.900 320.612.900

329.348.000
320.612.900 320.612.900

CHANDRA
AIPDA NRP 84120486

NATUNA,  06 Maret 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

NANANG BUDI SANTOSA,S.I.K
AKBP NRP 78051230

Mengetahui
KASATKER

JUMLAH BULAN LALU
JUMLAH BULAN INI
JUMLAH S.D. BULAN INI

REALISASI TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN PERBATASAN
BULAN: MARET 2023

NO POLDA
KUAT PERS

DIPA
REALISASI

KET

 

 

c. Polres Bintan 

Tabel 1.4 
BENTUK LAPORAN POLRES KARIMUN 

KEPOLISIAN NEGARA RPUBLIK INDONESIA

               DAERAH KEPULAUAN RIAU

                          RESOR KARIMUN

JUMLAH 

PERS
JUMLAH

JUMLAH 

PERS
JUMLAH

1 POLRI 44 124.936.500 46 131.892.700 256.829.200

2 PNS 2 6.310.900 2 6.310.900 12.621.800

REALISASI TUNJANGAN PULAU TERLUAR S/D FEBRUARI 2023

KETJUMLAH

FEBRUARIJANUARI

URAIANNO
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Hal ini disebabkan : 

a. Personil yang mengerjakan dan mengirimkan laporan tunjangan 

khusus pulau-pulau kecil terluar hanya menunggu teguran secara 

lisan melalui telepon dari Bidkeu Polda; 

b. Personil yang mengerjakan dan mengirimkan laporan terkesan 

tergesa-gesa yaitu dengan tidak adanya tanda tangan dan cap 

basah dari Kasatker; 

Penyebab diatas mengakibatkan, yaitu : 

a. Laporan yang dikirim oleh satker diragukan kebeneran datanya; 

b. Laporan yang dikirim satker yang disajikan tidak efektif.  

 
3. Dalam kualitas laporan yang dikirim oleh satker ke Bidkeu Polda Kepri. 

Semua Satker yang memiliki tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar 

tidak memberikan lampiran keputusan atau surat perintah tugas dari 

pejabat yang berwenang ke Bidkeu Polda Kepri. Hal ini terlihat pada 

gambar sebagai berikut : 

Gambar 1.2 

LAPORAN YANG DIKIRIM SATKER BERASAL DARI WHATSHAPP  

 

 

 

 

 

 

 

 

disebabkan oleh : 

a. Belum adanya pembuatan NHP (Nota Hasil Pemeriksaan) dari 

Bidkeu Polda Kepri ke Kasatker yang berkaitan dengan 

kelengkapan dan kebenaran data yang sesuai dengan peraturan 

yang berlaku yang dikirim ke Bidkeu Polda Kepri; 



10 

 

b. Belum adanya surat tertulis dari Bidkeu Polda Kepri tentang batas 

waktu dan mekanisme pengiriman Laporan Tunjangan Khusus 

Pulau-Pulau Kecil Terluar ke Satker Polda Kepri. 

Akibat dari pengiriman laporan Satker tanpa melampirkan Surat 

Keputusan/Surat Pelaksanaan Tugas personil yang sedang 

melaksanakan tugasnya di pulau-pulau kecil terluar yang di tanda 

tangani oleh pejabat yang berwenang, yaitu : 

a. Laporan yang disajikan dan dikirim ke Bidkeu tidak valid dan tidak 

transparan atau diragukan; 

b. Akan terjadi kecurangan dalam pembayaran tunjangan khusus 

pulau-pulau kecil terluar, seperti : personil yang memiliki Kep 

tunjangan perbatasan namun tidak melaksanakan tugas di pulau 

perbatasan tersebut dengan kata lain ditugaskan di luar dari pulau-

pulau perbatasan. 

 Selanjutnya dari beberapa permasalahan tersebut diatas, Action leader 

mencoba untuk merumuskan masalah dengan menggunakan alat 

analisis USG (Urgency, Seriousness and Growth) yaitu dengan 

menentukan skala perioritas masalah yang akan diselesaikan. Yang 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.5 
Identifikasi masalah Aksi Perubahan 

NO  
ISU 

STRATEGI/MASALAH 

NILAI 
TOTAL RANGKING 

U S G 

1. Keterlambatan dalam 
pengiriman laporan 
tunjangan khusus pulau-
pulau kecil terluar. 

4 4 4 12 I 

2. Bentuk laporan 
tunjangan khusus pulau-
pulau kecil terluar satker 
tidak sesuai dengan 
bentuk laporan yang 
sudah diberikan oleh 
Bidkeu Polda Kepri 

4 3 4 11 II 
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3. Semua Satker yang 
memiliki tunjangan 
khusus pulau-pulau kecil 
terluar tidak memberikan 
lampiran Surat 
Keputusan/Surat 
Perintah tugas dari 
pejabata yang 
berwenang 

4 3 3 10 III 

 
Keterangan : 
U =   Urgency, tingkat kegawatan � 5 = sangat gawat/  
  apabila masalah tidak serius/kuat 
  ditanggulangi akan semakin gawat � 4 =  
gawat/serius/kuat 
 
S =  seriousness, tingkat � 3 = cukup gawat/  
  keseriusan masalah dengan    serius/kuat 
  masalah lainnya � 2 = tidak gawat/  
      serius/kuat 
G =  growth, tingkat luas/besarnya  � 1 = tidak ada  
   masalah    pengaruhnya 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas 

maka action leader ingin melakukan laporan aksi perubahan 

dengan judul : 

“PENINGKATAN KINERJA SATKER DALAM KEPATUHAN 

PENYAMPAIAN LAPORAN TUNJANGAN KHUSUS PULAU-

PULAU KECIL TERLUAR DILINGKUNGAN POLDA KEPRI ” 

 
2) Tujuan; 

Laporan Hasil Aksi Perubahan ini dibuat untuk : 

- Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka mengikuti 

pendidikan Kepemimpinan Administrator;  

- Bahan masukkan bagi Pimpinan Satker, Itwasda, dan Stakeholder 

Internal maupun Eksternal; 

- Pengetahuan bagi pembaca dan orang lain; 

- Mampu memenuhi harapan didalam memberikan laporan tunjangan 

khusus pulau-pulau kecil terluar yang efektif, efisien dan akuntabel; 
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3) Kemanfaatan aksi perubahan 

Aksi perubahan yang di buat action leader memberikan kontribusi 

penyelesaian permasalahan pada satker yaitu terlambatnya 

pengiriman laporan ke Bidkeu Polda Kepri hal ini action leader 

membuat inovasi dengan membuat laporan dalam bentuk google 

spreed sheet, sehingga Satker hanya menginput laporan ke dalam 

aplikasi google spread sheet yang secara langsung Bidkeu Polda Kepri 

mendapatkan data yg sedang di input Satker tersebut, dengan 

demikian Satker sudah langsung mengirimkan laporan ke Bidkeu 

Polda Kepri pada hari itu juga.  

 

Aksi perubahan memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan reformasi birokrasi tematik tentang digitalisasi 

pemerintahan dengan kegiatan  laporan dibuat google spreed dan 

google Drive. Adapun manfaat kegiatan ini yaitu : 

- Manfaat Internal  

- Sarana monitoring dan evaluasi penilaian kinerja staf; 

- Meningkatkan disiplin dan tanggungjawab personil yang 

mengawaki pembuatan dan pengiriman laporan tunjangan 

khusus pulau-pulau terluar; 

- Meminimalisir kecurangan terhadap realisasi tunjangan khusus 

pulau-pulau kecil terluar; 

- Meminimalisir kesalahan dalam pelaporan tunjangan khusus 

pulau-pulau kecil terluar; 

- Efisiensi waktu dalam pengiriman laporan tunjangan khusus 

pulau-pulau kecik terluar. 

 

- Manfaat Ekternal 

Dapat dijadikan media monitoring dan evaluasi tentang tunjangan 
khusus pulau-pulau kecil terluar. 
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b. Inovasi dan Output Aksi Perubahan 
A. Inovasi 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai diatas maka  inovasi yang 

akan peserta lakukan adalah : PENINGKATKAN KINERJA  

SATKER DALAM KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN 

TUNJANGAN KHUSUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 

DILINGKUNGAN BIDANG KEUANGAN POLDA KEPRI 

BERUPA: 

1. Membangun Sistem Aplikasi google drive dan spreed sheet 

laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar yang 

berbasis online pada lingkungan Polda Kepri; 

2. Menyusun buku panduan Sistem Aplikasi google drive dan 

spreed sheet laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar 

yang berbasis online pada lingkungan Polda Kepri; 

3. Terwujudnya Surat petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan 

laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar. 

 
B. Output Aksi Perubahan 

1. Terbangunnya Sistem Aplikasi google drive dan spreed sheet 

laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar yang 

berbasis online pada lingkungan Polda Kepri; 

2. Tersusunnya buku panduan tata cara penggunaan Sistem 

Aplikasi google drive dan spreed sheet laporan tunjangan 

khusus pulau-pulau kecil terluar yang berbasis online pada 

lingkungan Polda Kepri. 

3. Tersusunnya Surat petunjuk dan arahan yang berkaitan dengan 

laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar. 

Dengan terimplementasinya Sistem Aplikasi google drive dan 

spreed sheet laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar 

yang berbasis online ini maka bisa dipastikan laporan tunjangan 

khusus pulau-pulau keci yang dibuat sesuai dengan data yang riil, 

dan mempercepat perolehan data apabila diminta oleh pimpinan. 
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c. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam aksi perubahan ini difokuskan kepada 

pembuatan sistem aplikasi berbasis online tentang pembuatan laporan 

tunjangan Khusus pulau-pulau kecil terluar satker dilingkungan Polda 

Kepri dengan uraian kegiatan sebagai berikut : 

1. Kompulir piranti lunak tentang prosedur pelaksanaan pembuatan 

laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar; 

2. Pembuatan sistem aplikasi berupa google drive dan spreed sheet; 

3. Uji coba aplikasi. 
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BAB II 

DESKRIPSI RENCANA AKSI PERUBAHAN 

 
a. Roadmap atau Milestone aksi perubahan 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai di dalam pelaksanaan rencana 

aksi perubahan tersebut dengan cara Milestone atau pentahapan 

yang akan dilaksanakan terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu : 

1. Perencanaan (Planning) 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

3. Pelaksanaan (Actuating) 

4. Monitoring dan Evaluasi (Controlling) 

Milestone atau pentahapan rencana aksi perubahan dapat dilihat pada 

tabel 3 berikut ini : 

TABEL 1.6 

PENTAHAPAN RENCANA AKSI PERUBAHAN 

NO. WAKTU OUTPUT
1 3 4

A. TAHAPAN PERSIAPAN/PERENCANAAN (PLANNING)  MINGGU I
1. Melaporkan tentang pelaksanaan PKA dan

rencana pelaksanaan kepada mentor
Tanggal 20 - 21 April 2023 Laporan Pelaksanaan

B. TAHAPAN AKSI PENGORGANISASIAN (ORGANIZING)   MINGGU II
2. Membentuk Tim Efektif Tanggal 24 April 2023 Draf SK Tim Efektif
3. Melakukan pembagian tugas tim efektif

Tanggal 25 April 2023
Daftar Hadir, Notulen, 
Laporan hasil

C. TAHAPAN AKSI PELAKSANAAN (ACTUATING )   MINGGU III S.D MINGGU VI
4. Pengumpulan data ke para stakeholder untuk 

penyusunan draft aplikasi Google Drive dan
Spreed Sheet laporan tunjangan khusus pulau-
pulau kecil terluar

Tanggal 1 s.d 3 Mei 2023 Data Satker

5. Pemeriksaan/koreksi dan uji coba sistem 
aplikasi google Drive dan Spreed Sheet 
laporan tunjangan khusus pulau-pulau kecil 
terluar

Tanggal 4 s.d 12 Mei 2023
Data yang sudah 
dimasukkan ke dalam 
aplikasi

6. Pembuatan buku panduan Aplikasi google 
Drive dan Spreed Sheet laporan tunjangan 
khusus pulau-pulau kecil terluar

Tanggal 15 s.d 17 Mei 2023 Buku Panduan

TAHAPAN/KEGIATAN
2
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NO. WAKTU OUTPUT
1 3 4

7. Sosialisasi Aplikasi google Drive dan Spreed 
Sheet laporan tunjangan khusus pulau-pulau 
kecil terluar, buku panduan dan kepada 
stakeholder

Tanggal 18 Mei 2023 Laporan Pelaksanaan

8. Evaluasi Aplikasi google Drive dan Spreed 
Sheet laporan tunjangan khusus pulau-pulau 
kecil terluar pada stakeholder

Tanggal 19 s.d 24 Mei 2023 Laporan Evaluasi

D. TAHAPAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN (CONTROLLING)  MINGGU VII - MINGGU VIII
9. Monitoring aplikasi google Drive dan Spreed 

Sheet laporan tunjangan khusus pulau-pulau 
kecil terluar, dengan melihat kepatuhan, 
kecepatan, kevalidan data

Tanggal 25 Mei s.d 12 Juni 2023 Laporan Monitoring

10. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan 
rencana aksi perubahan

Tanggal 13 Juni s.d 14 Juni 2023
Laporan hasil 
pelaksanaan 

11. Membuat pesetujuan laporan pelaksanaan 
area perubahan oleh sponsor dan mentor

Tanggal 15 Juni s.d 16 Juni 2023
Laporan hasil 
pelaksanaan 

E. TAHAPAN JANGKA MENENGAH    DIATAS 6 BULAN
12. Meningkatkan kinerja  Bidkeu Polda sebagai 

pembina fungsi dalam pelaporan keuangan di 
tingkat Satker 

Laporan Evaluasi

F. TAHAPAN JANGKA PANJANG    1 TAHUN KEDEPAN
13. Terlaksananya SOP (Standar Operasional

Prosedur) yang berkaitan dengan kepatuhan
penyampaian laporan tunjangan khusus pulau-
pulau kecil terluar.

Laporan Evaluasi

TAHAPAN/KEGIATAN
2

 

Keterangan : 
Waktu pelaksanaan aksi perubahan dilaksanakan selama ± 60 hari 
dimulai tanggal 20 April s.d. 16 Juni 2023 di Polda Kepri. 
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b. Stakeholder aksi perubahan 

1) Internal 

Tabel 1.7 
STAKEHOLDER INTERNAL 

 

NO. 
STAKEHOLDER 

INTERNAL 
DUKUNGAN PENGARUH NILAI 

1 2 3 4 5 

1. Kabidkeu Polda Kepri (Kombes Pol 
Dedy A. Sulystijono,S.E.,M.Si) 
berperan sebagai sponsor yaitu 
penanggungjawab dalam rencana 
aksi perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 

2. Kasubbid Bia dan APK (KOMPOL 
Vecy Christian Sandy,S.E) 
berperan sebagai mentor yaitu 
memberi arahan, dukungan, 
persetujuan secara langsung 
kepada action leader atas aksi 
perubahan dalam mensukseskan 
rencana aksi perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 

3. Kasubbid Dal dan Verif (AKBP 
Rr.Arikawati,S.E.)memiliki peranan 
dalam membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Laten  

+++ 

Tinggi 7 

4. Kasubbagrenmin (AKP Luspini) 
memiliki peran dalam membantu 
kesuksesan rencana aksi 
perubahan; 

Laten  

+++ 

Tinggi 7 

5. Kaurmin (Penata Ratna Dewi A.Md) 
memiliki peran dalam membantu 
kesuksesan renaca aksi 
perubahan; 

Laten 

+++ 

Tinggi 7 

6. Pamin Ur Min ( Lasmauli Angelia 
Bintari, A.Md) memiliki peran dalam 
membantu kesuksesan rencana 
aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 6 
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7. Pamin Ur Min ( AIPDA Robby 
Syaputra) memiliki peran dalam 
membantu kesuksesan rencana 
aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 6 

8. Pamin Ur Min ( Pengatur Rts 
Asmarita) memiliki peran dalam 
membantu kesuksesan rencana 
aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 6 

9. Pamin Ur Min ( AIPTU Dedi 
Chandara,S.E.) memiliki peran 
dalam membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 6 

10. Pamin Ur Min ( BRIGADIR N. 
Ricardo,A.Md) memiliki peran 
dalam membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 6 

11. Bamin Ur APK (BRIPDA Agus) 
memiliki peran dalam membantu 
kesuksesan rencana aksi 
perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 6 

 
 Keterangan : 

Stakeholder Internal yaitu orang-orang yang memiliki kepentingan 

yang berhubungan langsung dengan aksi perubahan seperti : 

- Kasatker (Kabidkeu) yang merupakan stakeholder utama pada aksi 

perubahan dengan pengertian yaitu orang yang berhubungan 

langsung dan mempunyai pengaruh yang kuat dengan aksi 

perubahan. Strategi komunikasi Kasatker (Kabidkeu) pada aksi 

perubahan berupa strategi komunikasi Koersif yaitu teknik 

komunikasi berupa perintah; 

- Kasubbid Dal&Verif, Kasubbid BIA&APK, Kasubbagrenmin yang 

merupakan Stakeholder utama pada aksi perubahan dengan 

pengertian yaitu orang yang berhubungan langsung dan 

mempunyai pengaruh yang kuat dengan aksi perubahan. Strategi 

komunikasi pada aksi perubahan berupa strategi komunikasi 
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canalizing yaitu teknik komunikasi dengan memahami dan meneliti 

pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak; 

- Kaurmin merupakan stakeholder sekunder yaitu orang yang tidak 

berhubungan langsung akan tetapi dapat ikut serta dalam 

menyampaikan pendapat yang berpotensi untuk mengubah 

keputusan stakeholder primer. Strategi komunikasi yang dipakai 

pada aksi perubahan berupa strategi canalizing; 

- Paur Bia dan Paur Min merupakan stakeholder primer yaitu orang 

atau kelompok yang memiliki kaitan erat dengan aksi perubahan. 

Strategi komunikasi pada aksi perubahan berupa strategi 

komunikasi Persuasif yaitu teknik komunikasi dengan cara 

mempengaruhi dan membujuk; 

- Bamin Ur Dal merupakan tim efektif yaitu suatu kelompok yang 

saling berkerjasama dengan sungguh-sungguh untuk mencapai 

satu tujuan pada aksi perubahan. Strategi komunikasi pada aksi 

perubahan berupa strategi canalizing; 

- Bamin Ur Bia dan Ur Renmin merupakan Stakeholder sekunder 

yaitu kumpulan orang yang tidak berhubungan langsung dengan 

aksi perubahan. Strategi komunikasi pada aksi perubahan berupa 

strategi komunikasi canalizing; 

 
 

2) Eksternal 

TABEL 1.8 
STAKEHOLDER EKSTERNAL 

 

NO. 
STAKEHOLDER 

INTERNAL 
DUKUNGAN PENGARUH NILAI 

1 2 3 4 5 

1. Para Kapolres yang bertanggung 
jawab atas keamanan dan laporan 
pulau-pulau kecil terluar berperan 
sebagai penerima manfaat dari 
rencana aksi perubahan; 

Laten 

+++ 

Tinggi 7 
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2. Para Bendahara yang 
bertanggungjawab atas 
pengeluaran keuangan negara 
khususnya tunjangan pulau-pulau 
kecil terluar berperan sebagai 
penerima manfaat dari rencana 
aksi perubahan; 

Aphatetic 

++ 

Sedang 4 

3. Para Kapolsek yang bertugas dan 
bertanggungjawab atas keamanan 
dan laporan tunjangan pulau-pulau 
kecil terluar yang berperan sebagai 
penerima manfaat dari rencana 
aksi perubahan; 

Aphatetic 

++ 

Sedang 4 

4. Anggota Polsek yang bertugas di 
pulau-pulau kecil terluar yang 
berperan sebagai penerima 
manfaat dari rencana aksi 
perubahan. 

Aphatetic 

++ 

Sedang 4 

5. Inspektorat Pengawasan Bidang 
Keuangan  

Laten 

+++ 

Tinggi 7 

 
Keterangan : 

 Stakeholder Eksternal yaitu Orang-orang yang tidak bekerja langsung 

 dengan Satker peserta didik Pelatihan Kepemimpinan Administrator 

 tetapi dipengaruhi oleh tindakan dan hasil aksi perubahan, seperti : 

- Kapolres, Kapolsek, Itbidbin Keuangan merupakan Stakeholder 

primer yaitu kelompok atau individu yang memiliki kaitan erat 

dengan aksi perubahan. Strategi komunikasi pada aksi perubahan 

dengan memakai strategi komunikasi canalizing; 

- Bendahara Satker, dan Anggota Polsek yang berada di wilayah 

pulau-pulau kecil terluar merupakan Stakeholder primer yaitu 

kelompok atau individu yang memiliki kaitan erat dengan aksi 

perubahan. Strategi komunikasi pada aksi perubahan dengan 

memakai strategi komunikasi repetition yaitu teknik komunikasi 
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dengan cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang-

ulang pesan kepada khalayak. 

- Khalayak : sejumlah orang yang  memiliki minat sama 

terhadap suatu kegemaran atau hobi tertentu dengan 

mempunyai pendapat yang sama, dan menghendaki 

pemecahan masalah tanpa adanya pengalaman untuk itu. 

 

3) Peran, pengaruh dan Intensitas. 

Stakeholder yang terkait dengan Aksi Perubahan Action Leader 

bisa dilihat dalam net map, maka stakeholder yang terlibat dalam 

aksi perubahan dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.3 

PETA JEJARING AKSI PERUBAHAN 

 

PROJECT LEADER

MENTOR

SPONSOR

Keterangan :
PERINTAH
LAPORAN & KONSULTASI
KOORDINASI
SOSIALISASI
LAPORAN & INFORMASI

TIM EFEKTIF

1. BAMIN URDAL 1

2. BAMIN URDAL 2

STAKEHOLDER INTERNAL

1. KABIDKEU

2. KSB. BIA&APK

3. KSB. RENMIN

4. KSB. DAL&VERIF

STAKEHOLDER INTERNAL

1. KAURMIN

2. PAMIN UR MIN

3. BAMIN UR APKSTAKEHOLDER 
EKSTERNAL

1. BENDAHARA

STAKEHOLDER 
EKSTERNAL

1. KAPOLRES

2. KAPOLSEK

3. ITBID BIN KEUANGAN

4. ANGGOTA POLSEK

 
Keterangan : 

Pada gambar di atas : 

1. Project Leader atau Action Leader yaitu Kaur Dalkeu yang 

mempunyai aksi perubahan yaitu tentang Peningkatan Kinerja 
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Satker dalam Kepatuhan Penyampaian Laporan Tunjangan 

Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar melakukan konsultasi 

terhadap aksi perubahannya kepada mentor dan melaporkan 

hasil yang dicapai kepada mentor; 

2. Mentor melaporkan kepada Sponsor mengenai aksi perubahan 

yang dibuat oleh Project Leader setelah itu dilakukan konsultasi 

kepada Kabidkeu sebagai sponsor terhadap aksi perubahan 

apakah aksi perubahan tersebut layak atau tidak dilaksanakan 

di organisasi tersebut; 

3. Setelah di setujui untuk dilaksanakan aksi perubahan tersebut, 

Project Leader membuat tim efektif untuk membantu kegiatan 

aksi perubahan ini yang terdiri dari 2 orang Bamin Ur Dal, 

setelah itu Project Leader menjelaskan apa yang harus 

dikerjakan untuk mencapai tujuan aksi perubahan dengan cara 

sosialisasi; 

4. Project Leader menyampaikan aksi perubahannya kepada 

Stakeholder Internal (Kabidkeu, Kasubbid Dal&Verif dan 

Kasubbag Renmin) dalam bentuk laporan dan konsultasi untuk 

pelaksanaan aksi perubahan; 

5. Project Leader menyampaikan aksi perubahannya kepada 

Stakeholder Internal (Kaurmin, Paurmin, dan Paur Bia) untuk 

membantu proyek aksi perubahannya dalam bentuk koordinasi; 

6. Stakeholder Eksternal merupakan penerima manfaat terhadap 

aksi perubahan Project Leader. 

 

a. Kuadran Stakeholder 

Seluruh stakeholder tersebut apabila dipetakan dalam kuadran 

stakeholder, maka akan tampak seperti di gambar dibawah ini : 
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Gambar 1.4 

KUADRAN STAKEHOLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1. PROMOTERS :  pengaruh tinggi ketertarikkan tinggi terhadap  

     aksi perubahan seperti   Kabidkeu   sebagai  

     sponsor dan Kasubbid Bia dan APK sebagai  

     mentor; 

 

 

LATENS 

1. KSB. DALVERIF 

2. KSB BAGRENMIN 

3. KAUR MIN 

4. KAPOLRES 

5. ITBID BIN KEUANGAN 

PROMOTERS 

1. KABIDKEU 

2. KSB BIA&APK 

APHATETIC 

1. BENDAHARA SATKER 

2. KAPOLSEK 

3. ANGGOTA POLSEK 

DAFENDERS 

1. PAMIN UR MIN 

2. BAMIN UR DALKEU 

3. BAMIN UR VERIF 

4. BAMIN UR APK 

PENGARUH TINGGI 

PENGARUH RENDAH PENGARUH TINGGI 

PENGARUH RENDAH 
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2. DEFENDERS : pengaruh rendah ketertarikkan tinggi seperti  

    Kasubbid    Dal&Verif,   Kasubbag   Renmin,  

    Kaurmin, Paur Bia sebagai Stakeholder   

    Internal yang membantu   proyek   aksi   

    perubahan; 

3. LATENS : pengaruh tinggi ketertarikkan    rendah  seperti  

   Pamin Ur Renmin, Bamin UrMin, dan Bamin Ur 

   Dal    sebagai    Stakeholder     Inernal      yang 

   membantu aksi perubahan;   

4. APHATETIC :    pengaruh rendah ketertarikkan rendah yang  

   menerima manfaat aksi perubahan. 

 

c. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi yang digunakan dalam memperoleh dukungan dari 

seluruh stakeholder dalam aksi perubahan ini adalah dengan metode : 

1. Komunikasi secara canalizing adalah salah satu bentuk metode 

komunikasi mempengaruhi khalayak untuk menerima pesan yang 

disampaikan, kemudian secara perlahan-lahan mengubah sikap 

dan pola pemikirannya kearah yang kita kehendaki; 

2. Komunikasi secara informatif adalah suatu bentuk metode 

komunikasi yang lebih ditujukan kepada penggunaan akal pikiran 

khalayak, dan dilakukan dalam bentuk pernyataan berupa: 

keterangan, penerangan, dan sebagainya; 

3. Komunikasi secara persuasif adalah suatu bentuk metode 

komunikasi untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan membujuk.  
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BAB III 

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN 

 

a. Pemanfaatan Sumber Daya 

1) Mobilisasi SDM; 

Mobilisasi SDM action leader dengan cara : 

- Menjelaskan tujuan aksi perubahan action leader ke mentor dan 

sponsor; 

- Membentuk Tim Efektif; 

- Membuat petunjuk dan arahan dalam bentuk surat ke 

steakeholder / menerima manfaat dari aksi perubahan action 

leader; 

- Membuat Sosialisasi ke  steakeholder / menerima manfaat dari 

aksi perubahan action leader; 

- Memverifikasi aksi perubahan ke stakeholder; 

Sehingga yang stakeholder yang aphatetic menjadi mendukung 

penuh dengan aksi perubahan action leader. Struktur tim kerja aksi 

perubahan ini dibentuk dengan susunan sebagai berikut :  

Gambar 1.5 
Struktur Penyelenggara Aksi Perubahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABIDKEU POLDA KERPI 
KBP DEDY A. SULYSTIJONO, S.E. 

SPONSOR 

AKBP FITRI SYOFIANI, 

S.H.,M.M.Pd 

COACH 

KSB BIA&APK BIDKEU  
POLDA KEPRI 

KOMPOL VECY CHRISTIAN SANDY, S.E. 

MENTOR 

 
RIKA ANDRIANY, S.E. 

ACTION LEADER 

TIM EFEKTIF 

BRIPDA MUHAMMAD IRFAN 
BRIPDA ROZAN FADHILLAH ILHAM 
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Tugas dan Fungsi dari setiap unit dalam tata kelola aksi ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sponsor 

1) Kepala Bidang Keuangan merupakan pemimpin tertinggi dalam 

unit kerja, serta merupakan stakeholder utama atau promoters 

yang bisa mempengaruhi/ mengajak stakeholder lain untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan Rencana Aksi Perubahan; 

2) Memberikan dukungan strategis, arahan dan masukan atas 

seluruh kegiatan Rencana Aksi Perubahan. 

 b. Mentor 

1) Memberikan bimbingan dan arahan kepada Peserta Diklat PKP; 

2) Memberikan solusi mengenai kendala yang dihadapi selama 

Rencana Aksi Perubahan berlangsung; 

3) Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi 

perubahan; 

4) Memastikan rencana aksi perubahan tersebut membantu 

peningkatan kinerja organisasi; 

5) Memberikan dukungan kepada peserta dalam 

mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang 

diperlukan dalam melakukan implementasi aksi perubahan; 

6) Memberikan bimbingan kepada peserta dalam mengatasi 

kendala yang muncul selama proses implementasi 

berlangsung; 

c. Coach 

1) Memberikan bimbingan dan koreksi serta pengawasan dalam 

proses pelaksanaan aksi perubahan; 

2) Memberikan solusi mengenai kendala yang dihadapi selama 

Rencana Aksi Perubahan berlangsung; 

3) Menjalin komunikasi antara Mentor dengan peserta Diklat PKP 

apabila mengalami kendala dalam pelaksanaan Rencana Aksi 

Perubahan; 
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4) Membantu untuk mengoptimalkan resources untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik; 

5) memberikan metodologi, arahan secara teoritis, membuat 

perencanaan serta pelaporan, mengarahkan tim untuk lebih 

bersinergi dalam pelaksanaan aksi perubahan; 

6) Membantu memberikan motivasi dan arahan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan. 

d. Action Leader 

1) Mengelola tim efektif agar rencana aksi dapat terlaksana dan 

mendapatkan hasil yang diharapkan; 

2) Membangun kerjasama dan jejaring dengan 

seluruh stakeholder; 

3) Memimpin,mendelegasikan,mengarahkan penyelenggaraan 

aksi perubahan sesuai kapasitas tim. 

4) Mengelola tim agar perubahan dapat terlaksana dan 

mendapatkan hasil; 

5) Mengkoordinir agar seluruh Tim Efektif dapat bekerjasama dan 

memberikan hasil terhadap rencana aksi perubahan; 

6) Mensosialisasikan standar operasional prosedur dan buku 

pedoman kepada stakeholder. 

e. Tim Efektif : 

1)  Membantu/mendukung action leader untuk mencapai tujuan 

dan sasaran yang diharapkan pada rencana aksi perubahan 

agar hasil rencana aksi sesuai yang diharapkan; 

2) Bertugas dalam membuat perencanaan, penyertaan partisipasi 

stakeholder, penyusunan format evaluasi, pelaksanaan 

evaluasi kegiatan aksi perubahan; 

3) Bertugas dalam menyediakan data pendukung dalam aksi 

perubahan secara umum; 

4)   Bertugas dalam melaksanakan aksi perubahan; 

5) Memberikan feedback terhadap kemajuan laporan 

implementasi aksi perubahan; 
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2) Pengelolaan anggaran 

Anggaran dalam pelaksanaan aksi perubahan action leader 

sebagian besar di dukungan oleh DIPA Satker Bidkeu Polda Kepri  

dan hanya sebagian kecil seperti cetak buku panduan yang 

anggaran mandiri. 

 
3) Pengelolaan sarana prasarana; 

Untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi perubahan diperlukan 

sarana dan prasarana yang dapat mempermudah proses 

pelaksanaan rencana aksi perubahan. Sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam aksi perubahan ini antara lain laptop, printer, 

modem dan telepon genggam. 

 
4) Strategi mengatasi masalah. 

Dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan ini ditemui 

beberapa kendala, antara lain: 

a) Internal : 

1) Padatnya kegiatan mengakibatkan aksi perubahan yang 

direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal; 

2) Terbatasnya waktu penyusunan aksi perubahan dikarenakan 

terbentur dengan tupoksi; 

3) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana yang ada 

untuk pengerjaan aksi perubahan serta keterbatasan waktu 

off kampus yang diberikan kepada peserta PKA. 

b) Eksternal : 

Kesulitan dalam Koordinasi dengan stakeholder Eksternal di 

masa sekarang dan juga karena tugas masing-masing. Dari 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh action leader dalam 

proses pembuatan inovasi aksi perubahan ini. 

Dilakukan langkah- langkah untuk mengantisipasi kendala, 

masalah dan hambatan yang ada sebagai berikut: 
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a) Internal : 

1) Mengadakan pertemuan rutin dengan tim efektif untuk 

memberikan pemahaman tentang pentingnya 

pelaksanaan aksi perubahan untuk tercapainya 

peningkatan pelaporan kegiatan yang lebih optimal dan 

tepat waktu; 

2) Menyusun penjadwalan yang optimal serta mengaktifkan 

semua tim kerja secara maksimal dalam pelaporan 

kegiatan; 

3) Menjalin hubungan baik melalui komunikasi efektif serta 

membangun komitmen bersama yang kuat untuk 

mencapai pelaporan kegiatan yang lebih optimal serta 

tepat waktu secara WA grup ataupu kuesioner Meeting; 

4) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens 

dengan semua stakeholder baik internal maupun 

eksternal. 

 

 
b. Stakeholder 

Seluruh stakeholder yang terlibat memiliki peran masing-masing dalam 

implementasi Sistem Pelaporan Tunjangan Khusus Pulau-Pulau Kecil 

Terluar melalui apliksi google drive. Apabila dipetakan dalam kuadran 

analisis stakeholder, posisi stakeholder setelah implementasi ternyata 

mengalami pergeseran sebagai berikut 

1) Dukungan Stakeholder; 

Stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan terbagi menjadi 

dua yaitu: 
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1. Stakeholder Internal 

Personil yang berada di dalam bidang keuangan Polda Kepri, yaitu: 
 

TABEL 1.9 
STAKEHOLDER INTERNAL 

 

NO. STAKEHOLDER 
INTERNAL 

DUKUNGAN PENGARUH NILAI 

1 2 3 4 5 

1. Kabidkeu Polda Kepri 
(Kombes Pol Dedy A. 
Sulystijono,S.E.,M.Si) 
berperan sebagai sponsor 
yaitu penanggungjawab 
dalam rencana aksi 
perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 

2. Kasubbid Bia dan APK 
(KOMPOL Vecy Christian 
Sandy,S.E) berperan sebagai 
mentor yaitu memberi arahan, 
dukungan, persetujuan 
secara langsung kepada 
action leader atas aksi 
perubahan dalam 
mensukseskan rencana aksi 
perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 

3. Kasubbid Dal dan Verif 
(AKBP 
Rr.Arikawati,S.E.)memiliki 
peranan dalam membantu 
kesuksesan rencana aksi 
perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 

4. Kasubbagrenmin (AKP 
Luspini) memiliki peran dalam 
membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 

5. Kaurmin (Penata Ratna Dewi 
A.Md) memiliki peran dalam 
membantu kesuksesan 
renaca aksi perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 
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6. Pamin Ur Min ( Lasmauli 
Angelia Bintari, A.Md) 
memiliki peran dalam 
membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

7. Pamin Ur Min ( AIPDA Robby 
Syaputra) memiliki peran 
dalam membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

8. Pamin Ur Min ( Pengatur Rts 
Asmarita) memiliki peran 
dalam membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

9. Pamin Ur Min ( AIPTU Dedi 
Chandara,S.E.) memiliki 
peran dalam membantu 
kesuksesan rencana aksi 
perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

10. Pamin Ur Min ( BRIGADIR N. 
Ricardo,A.Md) memiliki peran 
dalam membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

11. Bamin Ur APK (BRIPDA 
Agus) memiliki peran dalam 
membantu kesuksesan 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

12. Bamin Ur Dal (BRIPDA M. 
Irfan) berperan sebagai Tim 
Efektif dan memiliki peran 
dalam membantu kesuksesan 
rencan aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

13. Bamin Ur Dal (BRIPDA 
Rozan) berperan sebagai Tim 
Efektif dan memiliki peran 
dalam membantu kesuksesan 
rencan aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 
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2. Stakeholder Eksternal 

TABEL 1.10 
STAKEHOLDER EKSTERNAL  

NO. 
STAKEHOLDER 

EKSTERNAL 
DUKUNGAN PENGARUH NILAI 

1 2 3 4 5 

1. Para Kapolres yang 
bertanggung jawab atas 
keamanan dan laporan 
pulau-pulau kecil terluar 
berperan sebagai penerima 
manfaat dari rencana aksi 
perubahan; 

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 

2. Para Bendahara yang 
bertanggungjawab atas 
pengeluaran keuangan 
negara khususnya 
tunjangan pulau-pulau kecil 
terluar berperan sebagai 
penerima manfaat dari 
rencana aksi perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

3. Para Kapolsek yang 
bertugas dan 
bertanggungjawab atas 
keamanan dan laporan 
tunjangan pulau-pulau kecil 
terluar yang berperan 
sebagai penerima manfaat 
dari rencana aksi 
perubahan; 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

4. Anggota Polsek yang 
bertugas di pulau-pulau 
kecil terluar yang berperan 
sebagai penerima manfaat 
dari rencana aksi 
perubahan. 

Defender 

+++ 

Tinggi 8 

5. Inspektorat Pengawasan 
Bidang Keuangan  

Promoter 

++++ 

Sangat 
Tinggi 

9 
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Keterangan : 

1. Pengaruh 

a. Tinggi   : 8 -10 

b. Sedang   : 5 – 7 

c. Rendah   : 1 – 4 

2. Jenis posisi 

a. Sangat mendukung  : +++ 

b. Mendukung  : ++ 

c. Netral   : +/- 

d. Menentang  : - 

3. Posisi stakeholders 

a. Promoters   : Pengaruh tinggi ketertarikan tinggi 

b. Defenders   : Pengaruh rendah ketertarikan tinggi 

c. Latents    : Pengaruh tinggi ketertarikan rendah 

d. Apathetic   : Pengaruh rendah ketertarikan rendah 
 

2) Kuadran Stakeholder setelah aksi perubahan 

Kuadran Stakeholder setelah aksi perubahan ini dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

Gambar 1.6 
Gambar perbandingan kuadran stakeholder sebelum dan setelah aksi 

perubahan 
 

Sebelum Aksi Perubahan 
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Setelah Aksi Perubahan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan adanya perpindahan 

pengaruh stakeholder dari Aphatetic ke Defenders dan Latens ke 

Promoter, hal ini disebabkan adanya dukungan atau peran serta 

stakeholder pada pelaksanaan aksi perubahan diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Kabidkeu, Kasubbid Dalverif dan Kasubbid BiaApk memberi 

bentuk dukungan secara lisan, tulisan dan testimoni video 

pendek, serta memotivasi action leader untuk terus semangat 

selama mengikuti Diklat PKA; 

b. Kasubbid BiaApk memfasilitasi penggunaan ruang rapat Bia 

dan Apk, serta membantu kelengkapan administrasi yang 

dibutuhkan dan memberikan dukungan secara tulisan; 

c. Kasubbagrenmin memberi dukungan secara lisan dan tulisan; 

d. Lima Satker Polda Kepri yang ditargetkan, membantu 

implementasi aksi perubahan dengan penginputan Laporan 
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Tunjangan Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar pada aplikasi 

Google Spreed Sheet, serta memberi dukungan secara tulisan 

dan pengisian survey melalui google form. 

 

GAMBAR 1.7 

SCREENSHOT SURVEY PENGGUNAAN APLIKASI GOOGLE SPREAD 
SHEET 
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c. Capaian aksi Perubahan 
1) Kesesuaian antara milestone dan implementasi; 

Capaian aksi perubahan berupa Sistem Aplikasi 

google spread sheet dan google drive Tunjangan Khusus 

Pulau-Pulau Kecil Terluar pada Bidkeu Polda Kepri sudah 

tercapai 100%. 
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 Pada tabel 1.11 kita liat kesesuaian antara milestone 

dengan implementasi aksi perubahan yang dilakukan pada 

Subbid Dalkeu Bidkeu Polda Kepri. 

Tabel 1.11 
 

TAHAPAN UTAMA 
MILESTONE IMPLEMENTASI CAPAIAN 

WAKTU EVIDENCE WAKTU EVIDENCE  

A. Perencanaan 
(Planning) 

MINGGU I  MINGGU I   

1.  Melaporkan 
tentang 
pelaksanaan PKA 
dan rencana 
pelaksanaan ke 
mentor 

20 April 
2023 

Dokumentasi 20 April 
2023 

Dokumentasi 100% 
Sesuai 

2.  Membentuk Tim 
Efektif 

24 April 
2023 

Draft SK Tim 
Efektif 

24 April 
2023 

Draft SK Tim 
Efektif 

100% 
Sesuai 

3.  Melakukan 
pembagian tugas 
tim efektif 

25 April 
2023 

Daftar hadir, 
Notulen, 

Dokumentasi 

24 April 
2023 

Daftar hadir, 
Notulen, 

Dokumentasi 

100% 
Sesuai 

4. Pengumpulan data 
ke para 
stakeholder untuk 
penyusunan draft 
aplikasi google 
spread sheet dan 
google drive 
laporan tunjangan 
khusus pulau-pulau 
kecil terluar 

1 Mei 2023 Data Satker 1 Mei 2023 Data Satker 100% 
Sesuai  

5.  Pemeriksaan/ 
koreksi dan uji 
cobaa sistem 
aplikasi google 
spread sheet dan 
google drive 
laporan tunjangan 
khusus pulau-pulau 
kecil terluar 

4 Mei 2023 Data yang 
sudah 

dimasukkan 
ke dalam 
aplikasi 

4 Mei 2023 Data yang 
sudah 

dimasukkan 
ke dalam 
aplikasi 

100% 
Sesuai 
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B. Pengorganisasi 
an 
(ORGANIZING)  

Minggu II  Minggu II   

6.  Pembuatan buku 
panduan Aplikasi 
google spread 
sheed dan google 
drive laporan 
tunjangan khusus 
pulau-pulau kecil 
terluar  

15 Mei 
2023 

Buku 
Panduan 

15 Mei 
2023 

Buku 
Panduan 

100% 
Sesuai 

7.  Sosialisasi aplikasi 
google drive dan 
google spread 
sheet laporan 
tunjangan khusus 
pulau-pulau kecil 
terluar 

  

18 Mei 
2023 

Notulen, 
absensi, 

dokumentasi 

18 Mei 
2023 

Notulen, 
absensi, 

dokumentasi 

100% 
Sesuai 

C. Pelaksanaan 
(Actuating) 

Minggu III 
Dan IV 

 Minggu III 
Dan IV 

  

8.  Evaluasi aplikasi 
google spread 
sheet dan google 
drive laporan 
tunjangan khusus 
pulau-pulau kecil 
terluar 

19 Mei 
2023 

Dokumentasi 19 Mei 
2023 

dokumentasi 100% 
Sesuai 

9.  Monitoring aplikasi 
google drive dan 
google spread 
sheet tunjangan 
khusus pulau-pulau 
kecil terluar 
dengan melihat 
kepatuhan, 
kecepatan, 
kevalidan data 

25 Mei 
2023 

Dokumentasi 25 Mei 
2023 

Dokumentasi 100% 
Sesuai 

 

Dari tahapan-tahapan aksi perubahan,secara keseluruhan berjalan sesuai 

antara milestone  dan implementasi. Hal ini menggambarkan kegiatan aksi 

perubahan berjalan secara efektif dan efisien, action leader dan tim efektif 
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dapat memaksimalkan waktu yang termuat dalam tahapan pelaksanaan 

dan monitoring aksi perubahan. 

 

2) Pencapaian hasil perubahan terhadap rencana perubahan; 

Pencapaian dari hasil aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh 

action leader tercapai 100%. Adapun pencapaian hasil aksi 

perubahan, sesudah ada aplikasi google spread sheet dapat diuraikan 

pada tabel dibawah ini : 

NO SEBELUM AKSI 
PERUBAHAN 

Value Nilai 
Rupiah 

SESUDAH AKSI 
PERUBAHAN 

Value 
Nilai 

Rupiah 

Ket 

1. Keterlambatan 

dalam pengiriman 

laporan tunjangan 

khusus pulau-

pulau terluar. 

(karena mengirim 

laporan memakai 

jasa kantor pos 

atau JNE 

memakan waktu 

2 atau 3 hari) 

Estimasi 

Rp.100.000,- 

Adanya sistem 

aplikasi Google 

Spread Sheet 

dan Google 

Drive dalam 

waktu 3 Jam) 

Rp.0,00  

2. Laporan satker 

yang dikirim ke 

Bidkeu Polda 

Kepri beraneka 

ragam. 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

              DAERAH KEPULAUAN RIAU

                   BIDANG KEUANGAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1. RESTA BARELANG 15/1 18/2 10/3

2. RES KARIMUN 18/1 7/2 10/3

3. RES BINTAN 10/1 5/2 8/3

4. RES NATUNA 19/1 18/2 12/3

NO SATKER
BULAN

ABSENSI PENGIRIMAN LAPORAN TUNSUS POLDA KEPRI

TAHUN ANGGARAN 2023

KETERANGAN

 

PERS JUMLAH PERS JUMLAH PERS JUMLAH PERS JUMLAH PERS JUMLAH

1 JANUARI 51 151.817.200Rp                           1 2.605.800Rp                     38 108.729.600Rp                         1 2.919.300Rp                      91 266.071.900Rp                               

2 FEBRUARI 53 158.434.500Rp                           1 2.605.800Rp                     37 105.219.900Rp                         1 2.919.300Rp                      92 269.179.500Rp                               

3 MARET 52 154.622.900Rp                           1 2.605.800Rp                     40 115.093.100Rp                         2 5.524.800Rp                      95 277.846.600Rp                               

4 APRIL -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

5 MEI -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

6 JUNI -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

7 JULI -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

8 AGUSTUS -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

9 SEPTEMBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

10 OKTOBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

11 NOVEMBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

12 DESEMBER -Rp                                                 -Rp                                      -Rp                                               -Rp                                       0 -Rp                                                     

TOTAL 464.874.600Rp           7.817.400Rp        329.042.600Rp          11.363.400Rp      813.098.000Rp              

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG

NUGROHO TRI. N, SH. SIK. MH.

KOMBES POL NRP. 78020901

NO BULAN POLRI PNS POLRI PNS

BATAM,      DESEMBER 2023

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONE

DAERAH KEPULAUAN RIAU

RESORT KOTA BARELANG

REKAPITULASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PULAU TERLUAR / PERBATASAN POLRI DAN PNS POLRI TA. 2023

POLSEK NONGSA POLSEK BELAKANG PADANG TOTAL

 

 

Dengan adanya 

aksi 

perubahannya 

berupa surat 

petunjuk arahan 

tentang 

tunjangan 

khusus pulau-

pulau kecil 

terluar, satker 
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POLRI PNS POLRI PNS JUMLAH
1. POLRES NATUNA 122 3.332.177.000 320.612.900 320.612.900

329.348.000
320.612.900 320.612.900

CHANDRA
AIPDA NRP 84120486

NATUNA,  06 Maret 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

NANANG BUDI SANTOSA,S.I.K
AKBP NRP 78051230

Mengetahui
KASATKER

JUMLAH BULAN LALU
JUMLAH BULAN INI
JUMLAH S.D. BULAN INI

REALISASI TUNJANGAN KHUSUS WILAYAH PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DAN PERBATASAN
BULAN: MARET 2023

NO POLDA
KUAT PERS

DIPA
REALISASI

KET

 

sudah seragam 

dan sesuai 

dengan 

peraturan yang 

dibuat. 

3. Pengiriman 

Laporan 

Tunjangan 

Khusus Pulau-

Pulau Kecil 

Terluar yang 

dikirim ke Bidkeu 

tidak didukung 

oleh penjelasan 

berupa lampiran 

Surat 

Keputusan/Surat 

Perintah Tugas 

dari pejabat yang 

berwenang. 

 Dengan adanya 

aksi perubahan 

berupa surat 

petunjuk arahan 

tentang 

tunjangan 

khusus pulau-

pulau kecil 

terluar, satker 

sudah 

mengirimkan 

laporan 

tunjangan 

khusus pulau-

pulau kecil 

terluar dengan 

melampirkan 

Surat 

Keputusan/Surat 

Perintah dari 

pejabat 

berwenang. 
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3) Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam Aksi 

Perubahan; 

Pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam aksi 

perubahan berupa : 

a. Melaksanakan giat sosialisasi tentang rencana aksi kepada 

seluruh stakeholder yang terkait; 

b. Melaksanakan pelatihan aplikasi kepada seluruh stakeholder  

yang akan menggunakan aplikasi yang akan dibuat oleh action 

leader; 

c. Melakukan diskusi dengan seluruh stakeholder terkait untuk 

pelaksanaan aksi perubahan; 

 
4) Keterkaitan mata pelatihan pilihan dengan aksi perubahan. 

Action Leader mengikuti seminar dan pelatihan yaitu : 

4. Internet of things (IoT) untuk peningkatan Produktivitas dan 

Efisiensi di lingkungan Kerja 4JP; 

Seminar yang berisi tentang Internet dapat mempermudah 

pekerjaan, dan mengefisiensikan waktu dalam melaksanakan 

pekerjaan. Mafaat dari seminar ini bagi action leader adalah 

dengan adanya IOT dapat mempermudah dan mengefisinsikan 

waktu dalam pengerjaan suatu pekerjaan seperti pembuatan 

laporan dan penyampaian laporan. 
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5. E-Learning Pengantar Hubungan Keuangan, pelatihan dari Kemenkeu 

RI, berisi tentang keterkaitan pelaporan keuangan Pusat dengan 

Pelaporan Daerah. Manfaat pelatihan ini bagi action leader adalah 

dapat membuat pengawasan dengan membanding laporan yang 

dilaporkan ke Kemenkeu melalui aplikasi sakti berupa laporan 

realisasi belanja pegawai khususnya belanja  tunjangan khusus 

pulau-pulau kecil terluar dengan laporan yang dilaporkan ke Bidkeu 

Polda Kepri. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
6. Buku Satu Dekade Transparansi APBN Indonesia oleh 

Kementerian Keuangan 
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 Keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaan keuangan negara 

merupakan salah satu asas yang ditekankan dalam UU nomor 17 tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut menjadi acuan dalam 

reformasi manajemen keuangan negara. Dalam perkembangannya 

terdapat beberapa definisi, ruang lingkup dan metode yang dijadikan 

acuan yang menjadi best practices untu dijadikan referensi dalam 

pelaksanaan transparansi di Indonesia. Acuan tersebut sejalan dengan 

perkembangan keuangan negara yang sangat dinamis.  

 Transparansi sendiri merupakan sebuah kata yang mengekspresikan 

hak asasi manusia yang termuat dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak-

hak Asasi Manusia, PBB, dimana sebuah hak asasi untuk mengakses 

informasi termasuk sektor publik (Zandy 2019). Sementara, dalam buku 

Fiscal Transparency Handbook (Fund 2018), transaparansi fiskal adalah 

informasi yang tersedia untuk publik tentang proses pembuatan kebijakan 

fiskal pemerintah yang memiliki unsur pada kejelasan, keandalan, 

frekuensi, ketepatan waktu, dan relevansi pelaporan fiskal publik dan 

keterbukaan informasi tersebut. Untuk memperjelas tafsiran atas unsur-

unsur tersebut sebagai berikut:  

1.  Kejelasan artinya informasi mudah dipahami oleh masyarakat melalui 

standarisasi dan penyederhanaan format  

2.  Keandalan artinya akurat dalam menyajikan laporan operasi dan 

keuangan pemerintah  

3.  Frekuensi artinya disampaikan secara berkala kepada publik  

4.  Ketepatan waktu artinya terdapat batasan waktu yang jelas antara 

penyusunan dan penyajian informasi 10 Satu Dekade Transparansi 

APBN  

5.  Relevansi artinya sesuai antara apa yang disajikan (DPR, warga 

negara, dan pasar keuangan dan perdagangan) dengan apa yang 

digunakan dalam pengambilan kebijakan  

6.  Keterbukaan artinya memudahkan publik dalam mencari informasi, 

sehingga dapat dijadikan bahan dalam memberikan perbaikan 

maupun akunbilitas kebijakan publik.  



44 

 

Sementara itu, transparansi anggaran merupakan salah satu 

bagian dari transparansi fiskal. Transparansi Anggaran atau juga sering 

disebut keterbukaan anggaran, mengacu pada sejauh mana data tentang 

anggaran, pendapatan, pengeluaran, dan kegiatan keuangan pemerintah 

lainnya tersedia secara luas untuk publik. Data tersebut dapat diakses, 

dipahami, dan dianalisis oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk 

akademisi, peneliti, media, dan warga negara pada umumnya. Selain itu, 

termasuk di dalamnya adalah mekanisme atau saluran yang tepat bagi 

publik untuk memberikan umpan balik sehingga dapat memberikan 

perbaikan dalam perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya 

 
Oleh karena itu manfaat buku diatas bagi action leader adalah Laporan 

Keuangan yang dibuat secara jelas yaitu mudah dimengerti, sehingga 

menimbulkan transparansi dan didukung oleh penjelasan-penjelasan 

untuk sebagai bukti pada laporan keuangan yang dibuat. 
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BAB IV 
PENUTUP 

a. Kesimpulan 

Aksi perubahan yang telah dilaksanakan oleh action leader dengan 

judul Peningkatan Kinerja Satker Dalam Kepatuhan Penyampaian 

Laporan Tunjangan Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar pada Bidang 

Keuangan Dilingkungan Polda Kepri telah memberikan kemudahan 

operator dalam penginputan dan pengiriman Laporan khususnya 

Tunjangan Khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan membantu Satker 

pengawasan (Itwasda Polda Kepri) dalam mengawasi pemberian 

tunjangan khusus Pulau-Pulau Kecil Terluar seperti mencegah adanya 

pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan. 

Adanya kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan aksi 

perubahan (dua bulan) dapat diatasi dengan cara menggunakan 

strategi komunikasi yang baik dengan stakeholder maka implementasi 

dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

b. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi atas aksi perubahan ini adalah : 

1. Agar google spread sheet dan google drive dapat diaplikasikan 

secara berkesinambungan; 

2. Agar Google Spread sheet dan google drive dapat dikembangkan 

dengan menggandeng aplikasi lain sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan teknologi. 

Demikian laporan hasil perubahan ini dibuat sebagai salah satu syarat 

kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). Semoga aksi 

perubahan yang telah diimplementasikan bisa bermanfaat bagi 

institusi, sehingga meningkatkan produktivitas  kinerja personil dalam 

pelaporan. 

       Batam,             Juni  2023 
        Peserta PKA 
  
                                        RIKA ANDRIANY,S.E. 

  NOSIS 2023020721135 
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Dokumentasi Kegiatan :  
Pemnyerahan buku panduan aplikasi Google Spreadsheet Pelaporan Tunsus Perbatasan.. 
 

 































































































































































































































































































































PELATIHAN 
KEPEMIMPINAN 
ADMINISTRATOR

AKSI PERUBAHAN

RIKA ANDRIANY,S.E.

PENINGKATAN KINERJA SATKER 
DALAM KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN 

TUNJANGAN KHUSUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR 
(TUNSUS)

PADA BIDANG KEUANGAN DILINGKUNGAN POLDA KEPRI



KAUR DAL BIDKEU 
POLDA KEPRI

Adapun tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut :
1. Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap dana

APBN seperti Belanja Modal, Belanja Barang, dan Belanja
Pegawai non Gaji seperti : Tunkin, Uang Lembur dan Non
APBN seperti : Belanja Hibah, Belanja Operasi Terpusat;

2. Melakukan Pengawasan dan pengendalian dalam
penilaian kinerja satker seperti program Kemenkeu yaitu
IKPA (Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran);

3. Melakukan Pengawasan dan pengendalian pemutahiran
data kekuatan personil dan Tunjangan Khusus Pulau-
pulau kecil terluar.



PERMASALAHAN
Keterlambatan dalam pengiriman laporan tunjangan khusus

pulau-pulau kecil terluar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
              DAERAH KEPULAUAN RIAU
                   BIDANG KEUANGAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

1. RESTA BARELANG 15/1 18/2 10/3

2. RES KARIMUN 18/1 7/2 10/3

3. RES BINTAN 10/1 5/2 8/3

4. RES NATUNA 19/1 18/2 12/3

5. RES ANAMBAS 19/1 20/2 15/3

NO SATKER
BULAN

ABSENSI PENGIRIMAN LAPORAN TUNSUS POLDA KEPRI
TAHUN ANGGARAN 2023

KETERANGAN



TUJUAN AKSI 
PERUBAHAN

Mampu memenuhi harapan didalam
memberikan laporan tunjangan khusus

pulau-pulau kecil terluar yang efektif, 
efisien dan akuntabel.



01Aksi perubahan yang dibuat act ion leader 
memberikan kontr ibusi dalam pemecahan
masalah sepert i adanya google spread sheet 
dan google dr ive  sehingga pengir iman
laporan lebih efekt i f ,  ef is ien dan akuntabel;

KEMANFAATAN LAPORAN HASIL AKSI 
PERUBAHAN

03Aksi perubahan memil ik i keterkai tan baik
secara langsung maupun t idak langsung
dengan reformasi birokrasi tematik tentang
digi ta l isasi pemerintahan dengan kegiatan
laporan dibuat google spreed dan google 
Drive.



INTERNAL EKSTERNAL

• Sarana monitoring dan evaluasi penilaian kinerja staf;

• Meningkatkan disiplin dan tanggungjawab personil yang 

mengawaki pembuatan dan pengiriman laporan tunjangan khusus

pulau-pulau terluar;

• Meminimalisir kecurangan terhadap realisasi tunjangan khusus

pulau-pulau kecil terluar;

• Meminimalisir kesalahan dalam pelaporan tunjangan khusus

pulau-pulau kecil terluar;

• Efisiensi waktu dalam pengiriman laporan tunjangan khusus

pulau-pulau kecil terluar.

Dapat dijadikan media monitoring dan 

evaluasi tentang tunjangan khusus pulau-

pulau kecil terluar.

MANFAAT AKSI 
PERUBAHAN



1. INOVASI
- Membangun Sistem Aplikasi google drive dan 

spreed sheet laporan tunjangan khusus pulau-
pulau kecil terluar yang berbasis online pada 
lingkungan Polda Kepri;

- Menyusun buku panduan Sistem Aplikasi 
google drive dan spreed sheet laporan 
tunjangan khusus pulau-pulau kecil terluar 
yang berbasis online pada lingkungan Polda 
Kepri;

- Terwujudnya Surat petunjuk dan arahan yang 
berkaitan dengan laporan tunjangan khusus 
pulau-pulau kecil terluar.

Social Media Policy: Guidance For Responsible Online Conduct
September 30, 2023

INOVASI DAN OUTPUT 
AKSI PERUBAHAN

2. OUTPUT
• Terbangunnya Sistem Aplikasi google drive

dan spreed sheet laporan tunjangan khusus
pulau-pulau kecil terluar yang berbasis online
pada lingkungan Polda Kepri;

• Tersusunnya buku panduan tata cara
penggunaan Sistem Aplikasi google drive dan
spreed sheet laporan tunjangan khusus pulau-
pulau kecil terluar yang berbasis online pada
lingkungan Polda Kepri.

• Tersusunnya Surat petunjuk dan arahan yang
berkaitan dengan laporan tunjangan khusus
pulau-pulau kecil terluar.



1. GOOGLE DRIVE

Social Media Policy: Guidance For Responsible Online Conduct
September 30, 2023

OUTPUT AKSI PERUBAHAN
2. SPREAD SHEET

3. Buku Panduan



1. PUSKEU POLRI

Social Media Policy: Guidance For Responsible Online Conduct
September 30, 2023

PENCOCOKKAN DATA PUSKEU POLRI, 
BIDKEU POLDA KEPRI DAN KEMENKEU RI

2. SPREAD SHEET ( BIDKEU POLDA KEPRI)

3. DATA KEMENKEU MELALUI
DPP GAJI



STAKEHOLDER

- KABIDKEU POLDA KEPRI (MENTOR)
- KASUBBID BIA&APK (MENTOR)
- KASUBBID DALVERIF 
- KASUBBAG RENMIN
- KAURMIN
- PAMIN UR RENMIN
- PAUR BIA
- BAMIN UR DALVERIF
- BAMIN UR BIA&APK

- KAPOLRES/TA
- KAPOLSEK
- PERSONIL PULAU-PULAU TERLUAR
- IT BID BIN KEUANGAN

INTERNAL

EKSTERNAL



SEBELUM AKSI 
PERUBAHAN



SETELAH AKSI 
PERUBAHAN



IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN



PELAKSANAAN PENGEMBANGAN 
STRATEGI 
AKSI PERUBAHAN

Melaksanakan giat
sosialisasi tentang rencana

aksi kepada seluruh
stakeholder yang terkait

Melaksanakan pelatihan aplikasi
kepada seluruh stakeholder  
yang akan menggunakan

aplikasi yang akan dibuat oleh 
action leader

Melakukan diskusi dengan
seluruh stakeholder terkait untuk

pelaksanaan aksi perubahan

21 3



Mafaat dari seminar ini bagi action leader adalah dengan
adanya IOT dapat mempermudah dan mengefisinsikan
waktu dalam pengerjaan suatu pekerjaan seperti
pembuatan laporan dan penyampaian laporan

KEMANFAATAN 
MATA PELATIHAN 
BAGI ACTION 
LEADER

Internet of things (IoT) untuk peningkatan Produktivitas
dan Efisiensi di lingkungan Kerja 4JP;



E - L e a r n i n g  P e n g a n t a r
H u b u n g a n K e u a n g a n ,  
p e l a t i h a n d a r i
K e m e n k e u R I ,  b e r i s i
t e n t a n g k e t e r k a i t a n
p e l a p o r a n k e u a n g a n
P u s a t  d e n g a n
P e l a p o r a n D a e r a h

2
M a n f a a t p e l a t i h a n i n i b a g i a c t i o n  
l e a d e r  a d a l a h d a p a t m e m b u a t
p e n g a w a s a n d e n g a n m e m b a n d i n g
l a p o r a n y a n g  d i l a p o r k a n k e K e m e n k e u
m e l a l u i a p l i k a s i s a k t i b e r u p a l a p o r a n
r e a l i s a s i b e l a n j a p e g a w a i k h u s u s n y a
b e l a n j a t u n j a n g a n k h u s u s p u l a u - p u l a u
k e c i l t e r l u a r d e n g a n l a p o r a n y a n g  
d i l a p o r k a n k e B i d k e u P o l d a K e p r i



Buku Satu Dekade Transparansi
APBN Indonesia oleh Kementerian 

Keuangan

Menjelaskan tentang transaparansi fiskal adalah
informasi yang tersedia untuk publik tentang proses 
pembuatan kebijakan fiskal pemerintah yang memiliki
unsur pada kejelasan, keandalan, frekuensi, ketepatan
waktu, dan relevansi pelaporan fiskal publik dan 
keterbukaan informasi tersebut.

manfaat buku diatas bagi action leader adalah Laporan
Keuangan yang dibuat secara jelas yaitu mudah
dimengerti, sehingga menimbulkan transparansi dan 
didukung oleh penjelasan-penjelasan untuk sebagai
bukti pada laporan keuangan yang dibuat.




















































































































